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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas terbitnya Panduan 

Pengajuan Rekomendasi Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri 

(PDLN) di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah V. Saya berharap 

buku panduan ini dapat menjadi pedoman bagi perguruan tinggi di lingkungan 

LLDikti Wilayah V dalam mengajukan rekomendasi surat persetujuan 

perjalanan dinas luar negeri secara mandiri. Panduan ini menjelaskan 

mengenai mekanisme pengajuan rekomendasi surat persetujuan perjalanan 

dinas luar negeri dan perpanjangan, ralat, pembatalan pengajuan 

rekomendasi surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri di                      

LLDikti Wilayah V.  

Panduan ini dilengkapi dengan video infografis yang dapat diakses 

melalui tautan: https://s.id/videoizinPDLNLLDikti5 dan pengajuan 

rekomendasi surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri di LLDikti Wilayah 

V ini berbasis  Google Form yang dapat diakses melalui tautan: 

https://s.id/IzinPDLNLLDikti5.  Perguruan tinggi dimohon dapat menjadikan 

buku ini sebagai panduan dalam pengajuan rekomendasi surat persetujuan 

perjalanan dinas luar negeri di LLDikti Wilayah V sehingga seluruh proses 

pengajuan dapat berjalan dengan baik dan lancar. 

 

 

https://s.id/videoizinPDLNLLDikti5
https://s.id/IzinPDLNLLDikti5
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 
Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 

2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Administrasi 

Perjalanan Dinas Luar Negeri [2] dan Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Perjalanan Dinas Luar Negeri [3], Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) 

adalah penugasan yang dilakukan oleh Perjabat Negara, Pejabat 

Lainnya, Pegawai Negeri, Pegawai BUMN/BUMD, atau Tenaga 

Indonesia yang diberikan oleh Lembaga Negara atau Instansi 

Pemerintah, dalam rangka melaksanakan kegiatan di luar negeri atas 

biaya Negara atau Instansi Pemerintah, dalam rangka melaksakan 

kegiatan di luar negeri atas biaya Negara (APBN/APBD), donor 

luar/dalam negeri, atau biaya sendiri. Dapat dikatakan bahwa pegawai 

ASN (dosen dan tenaga kependidikan), pegawai non ASN atau 

mahasiswa di lingkungan LLDikti Wilayah V yang menggunakan 

anggaran negara, donor luar/dalam negeri, atau biaya sendiri untuk 

kepentingan perjalanan dinas luar negeri dapat mengajukan 

rekomendasi surat persetujuan PDLN ke LLDikti Wilayah V.  

PDLN yang dilakukan oleh pegawai baik ASN maupun non ASN dan 

mahasiswa di lingkungan LLDikti Wilayah V harus sesuai dengan 

prosedur dan persyaratan yang berlaku dan untuk melaksanakan 

perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapatkan Rekomendasi 

Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri dari LLDikti Wilayah 

V. Mengingat semakin meningkatnya frekuensi PDLN baik dalam 

rangka studi lanjut, kerjasama internasional, studi banding, penelitian, 

workshop, dll, maka pemberian rekomendasi perjalanan dinas luar 

negeri perlu dicermati lagi secara selektif dan bertanggung jawab. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk 

disusun sebuah Panduan Rekomendasi Surat Persetujuan Perjalanan 
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Dinas Luar Negeri (PDLN) di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi 

Wilayah V agar proses pengajuan surat rekomendasi persetujuan 

PDLN menjadi lebih efektif dan efisien.   

 

B. Landasan Hukum 

Berikut landasan hukum yang mendasari proses pengajuan 

Rekomendasi Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri di 

LLDikti Wilayah V:  

1. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi 

Perjalanan Dinas Luar Negeri. 

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

181/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan 

Dinas Luar Negeri. 

3. Surat Edaran Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

2452/E1/KS.05.00/2021 tanggal 19 April 2021 perihal Mekanisme 

Pengajuan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Perguruan 

Tinggi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

 

C. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dan manfaat Panduan Rekomendasi Surat Persetujuan 

Perjalanan Dinas Luar Negeri di LLDikti Wilayah V adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebagai acuan proses pengajuan Rekomendasi Surat Persetujuan 

Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan LLDikti Wilayah V yang 

ditugaskan oleh Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah atas 

biaya negara (APBN/APBD), donor luar/dalam negeri atau biaya 

sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta 

ketentuan yang berlaku. 

2. Mewujudkan kelancaran dan ketertiban proses pengajuan 

Rekomendasi Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri 
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dengan menciptakan kejelasan dalam tata cara administrasi 

melalui pembakuan mekanisme, prosedur dan persyaratan 

dokumen yang diperlukan. 

3. Mempermudah proses pengajuan Rekomendasi Surat Persetujuan 

Perjalanan Dinas Luar Negeri. Proses pengajuan bisa dilakukan 

dimana saja yaitu melalui link google form yang tersedia dan kapan 

saja tidak terpaku pada jam kantor. 

 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup panduan ini meliputi mekanisme pengajuan 

rekomendasi surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri yang terdiri 

dari ketentuan umum, prosedur pengajuan, kelengkapan berkas, dan 

alur proses pengajuan, serta perpanjangan, ralat, dan pembatalan 

pengajuan rekomendasi surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri. 

 

E. Daftar Istilah 

1. Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) adalah penugasan yang 

dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Lainnya, Pegawai Negeri, 

Pegawai BUMN/BUMD, atau Tenaga Indonesia yang diberikan 

oleh Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah, dalam rangka 

melaksanakan kegiatan di luar negeri atas biaya negara 

(APBN/APBD), donor luar/dalam negeri atau biaya sendiri. 

2. Lembaga Negara adalah institusi yang dibentuk berdasarkan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

atau Undang-undang yang bertugas menyelenggarakan urusan 

kenegaraan dan pemerintahan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Instansi Pemerintah adalah institusi yang bertugas melaksanakan 

urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

4. Pejabat Negara adalah Presiden dan Wakil Presiden, Ketua dan 

Anggota Lembaga Negara, Menteri, Duta Besar Luar Biasa dan 
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Berkuasa Penuh/Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar 

negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, dan pejabat lain yang 

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 

5. Pejabat Lainnya adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan 

oleh Presiden yang tidak termasuk sebagai Pejabat Negara, tetapi 

mewakili kepentingan negara Republik Indonesia di luar negeri, 

atau menyangkut hubungan antar lembaga negara dan dalam 

penetapan pengangkatannya memerlukan pertimbangan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.  

6. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara 

Nasional Indonesia (TNI), dan Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Polri).  

7. Pegawai BUMN/BUMD adalah setiap warga negara Republik 

Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat 

oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas di lingkungan 

BUMN/BUMD. 

8. Tenaga Indonesia adalah masyarakat umum yang ditugaskan 

melaksanakan penugasan dinas ke luar negeri yang bersifat 

mewakili negara. 

9. Donor dalam negeri adalah perusahaan swasta, lembaga 

pendidikan swasta, lembaga kemasyarakatan atau perseorangan 

yang menyediakan dukungan dana untuk melaksanakan 

perjalanan dinas luar negeri. 

10. Donor luar negeri adalah pemerintah negara asing, badan-badan 

internasional di bawah Perserikatan Bangsa-bangsa, badan-badan 

regional, badan-badan swasta internasional, lembaga pendidikan 

luar negeri, perusahaan swasta asing atau perseorangan yang 

menyediakan dukungan dana untuk melaksanakan perjalanan 

dinas luar negeri.  

11. Surat Persetujuan adalah surat pemberian izin dari Pemerintah 

untuk melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri yang 

ditandatangani oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk.
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BAB II. MEKANISME PENGAJUAN REKOMENDASI SURAT 

PERSETUJUAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI 

 

A. Ketentuan Umum 

Berdasarkan Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi Kemdikbudristek Nomor 2452/E1/KS.05.00/2021 tanggal 19 

April 2021 hal Mekanisme Pengajuan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri 

Bagi Perguruan Tinggi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi [1], berikut ketentuan umum pengajuan rekomendasi PDLN di 

LLDikti Wilayah V: 

1. Setiap pegawai PNS di lingkungan LLDikti Wilayah V yang akan 

melaksanakan perjalanan ke luar negeri baik dengan dana dari 

pemerintah maupun swasta wajib mengajukan izin PDLN. 

2. Setiap pegawai non PNS dan mahasiswa di lingkungan LLDikti 

Wilayah V yang dibiayai oleh anggaran pemerintah Indonesia wajib 

mengajukan izin PDLN. 

3. Setiap pegawai non PNS dan mahasiswa di lingkungan LLDikti 

Wilayah V yang akan melaksanakan PDLN dengan biaya selain 

dari Pemerintah Indonesia tidak wajib mengajukan izin PDLN. 

4. Setiap pegawai non PNS dan mahasiswa di lingkungan LLDikti 

Wilayah V yang akan melaksanakan PDLN dengan dana dari 

sponsor luar negeri yang beroperasi di Indonesia berdasarkan 

skema kerja sama antar-pemerintah (contoh: DAAD, JICA, 

Australia Awards, dll) dapat mengajukan izin PDLN. 

5. Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri tersebut harus diajukan sebelum 

keberangkatan (sebelum pelaksanaan kegiatan) paling lambat 1 

(satu) bulan sebelum tanggal keberangkatan. 

6. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan wajib 

melaporkan hasil perjalanan dinas luar negeri kepada LLDikti 

Wilayah V untuk dilaporkan ke Kementerian Sekretariat Negara. 
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B. Prosedur Pengajuan  

1. Pemohon yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri 

mengajukan permohonan izin perjalanan dinas kepada masing-

masing perguruan tinggi untuk mendapatkan persetujuan dan 

dibuatkan Surat Pengantar Perguruan Tinggi. 

2. Perguruan Tinggi melalui Bagian Kepegawaian (SDM) mengajukan 

rekomendasi surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri atas 

nama yang bersangkutan ke LLDikti Wilayah V. Pengajuan 

rekomendasi surat persetujuan PDLN dengan Surat Pengantar dari 

perguruan tinggi yang ditujukan kepada Kepala LLDikti Wilayah V. 

3. Pemohon mengisi persyaratan dan mengunggah kelengkapan 

berkas berupa softfile dengan format PDF pada Google Form 

melalui tautan: https://s.id/IzinPDLNLLDikti5. 

4. Pengajuan Rekomendasi Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar 

negeri diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum 

keberangkatan atau pelaksanaan kegiatan.  

5. LLDikti Wilayah V akan memverifikasi kelengkapan dokumen, 

memproses Surat Rekomendasi dan mengajukan permohonan 

Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri melalui website 

SIMPEL Kementerian Sekretariat Negara. 

6. Setelah Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri terbit, 

LLDikti Wilayah V akan mendistribusikan kepada pihak-pihak yang 

terkait. 

7. Setelah kegiatan perjalanan dinas luar negeri selesai, pemohon 

wajib mengirim laporan kegiatan PDLN (format terlampir – lampiran 

3) dalam format PDF melalui e-mail sd.lldikti5@kemdikbud.go.id 

untuk dilaporkan ke Kementerian Sekretariat Negara. 

 

 

 

 

https://s.id/IzinPDLNLLDikti5
mailto:sd.lldikti5@kemdikbud.go.id
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C. Kelengkapan Berkas 

Berikut adalah berkas-berkas yang diperlukan untuk pengajuan 

rekomendasi surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri: 

1. Surat Pengantar dari Unit Pemohon 

2. Invitation atau LoA (Letter of Acceptance) 

3. Jadwal Kegiatan/Kalender Akademik 

4. Surat Keterangan Pembiayaan/Sponsorship/LoG (Letter of 

Guarantee) 

5. SK Tugas Belajar / Surat Tugas 

6. Surat pengumuman penerimaan beasiswa (bagi yang tugas 

belajar) 

7. Surat Rekomendasi dari Direktur Keamanan Diplomatik (Khusus 

PDLN ke Taiwan dan Israel) 

8. Surat Pernyataan akan membuat laporan setelah selesai kegiatan 

PDLN (format terlampir – lampiran 2) 

9. Pas Photo 

10. Daftar Riwayat Hidup 

11. KTP 

12. Paspor 

13. Kartu Pegawai (Khusus PNS) 

14. Kartu Tanda Mahasiswa (Khusus Mahasiswa) 
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D. Alur Proses Pengajuan  

1. Alur Proses Pengajuan Rekomendasi Surat Persetujuan 

Perjalanan Dinas Luar Negeri 

 

 
 

2. Alur Proses Pengajuan Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar 

Negeri bagi Pejabat Eselon I atau yang setingkat berdasarkan 

Permensesneg Nomor 11 Tahun 2008 [2]. 
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3. Alur Proses Pengajuan Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar 

Negeri Bagi Pejabat Eselon II, III dan IV atau yang setingkat, 

Pegawai Non Eselon, Pegawai BUMN/BUMD, dan Tenaga 

Indonesia berdasarkan Permensesneg Nomor 11 Tahun 2008 [2]. 
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BAB III. PERPANJANGAN, RALAT, PEMBATALAN PENGAJUAN 

REKOMENDASI SURAT PERSETUJUAN PERJALANAN DINAS LUAR 

NEGERI 

 

A. Perpanjangan Penugasan 

Apabila  terdapat perpanjangan perjalanan dinas luar negeri karena 

adanya perpanjangan tugas, maka diperlukan rekomendasi surat 

persetujuan untuk perpanjangan perjalanan dinas luar negeri. Untuk 

mendapatkan rekomendasi surat persetujuan tersebut, unit pemohon 

menyampaikan usulan perpanjangan perjalanan dinas luar negeri ke 

LLDikti Wilayah V. Surat usulan yang dimaksud harus menyebutkan 

alasan perpanjangan. 

Guna keperluan tersebut diperlukan dokumen pendukung 

tambahan, antara lain: 

1. Surat pengantar unit pemohon  

2. Surat persetujuan PDLN sebelumnya 

3. Invitation atau LoA (Letter of Acceptance) baru  

4. Surat pernyataan pembiayaan 

5. Surat perjanjian tugas belajar 

6. Surat clearance khusus PDLN Taiwan 

 

B. Ralat Penugasan 

Apabila terdapat ralat perjalanan dinas luar negeri, unit pemohon 

menyampaikan usulan ralat perjalanan dinas ke LLDikti Wilayah V yang 

memuat alasan  ralat dengan dokumen  pendukung tambahan, antara 

lain: 

1. Surat pengantar unit pemohon 

2. Surat persetujuan PDLN sebelumnya 

3. Invitation atau LoA (Letter of Acceptance) baru  

4. Surat pernyataan pembiayaan 

5. Surat perjanjian tugas belajar 

6. Surat clearance khusus PDLN Taiwan 
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C. Pembatalan Penugasan 

Apabila perjalanan dinas ke luar negeri tidak jadi dilaksanakan, unit 

pemohon menyampaikan surat permohonan pembatalan perjalanan 

dinas ke LLDikti Wilayah V dengan menyebutkan alasan pembatalan, 

dengan dokumen pendukung tambahan, antara lain: 

1. Surat pengantar unit pemohon 

2. Surat persetujuan PDLN sebelumnya 
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BAB IV. PENUTUP 

 

Dengan dikeluarkannya Panduan Rekomendasi Surat Persetujuan 

Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri di LLDikti Wilayah V  ini diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan tentang tata cara 

pengurusan Rekomendasi Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Ke Luar 

Negeri di LLDikti Wilayah V. Ketentuan-ketentuan yang termuat dalam 

Panduan ini diharapkan dapat membantu kelancaran pengurusan 

Rekomendasi Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri untuk 

meningkatkan optimalisasi, efektivitas dan efisiensi layanan                                     

di LLDikti Wilayah V. 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

[1] Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 19 April 2021. Surat Edaran Nomor  
2452/E1/KS.05.00/2021 tentang  Mekanisme Pengajuan Izin 
Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi  Perguruan Tinggi di Lingkungan 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 
 

[2] Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia  
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi 
Perjalanan Dinas Luar Negeri. 
 

[3] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.05/2019 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. 
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LAMPIRAN 1 . LANGKAH-LANGKAH MENGISI GOOGLE FORM 

PENGAJUAN REKOMENDASI SURAT PERSETUJUAN PERJALANAN 

DINAS LUAR NEGERI DI LLDIKTI WILAYAH V 

 

1. Buka link berikut ini :  https://s.id/IzinPDLNLLDikti5, maka akan muncul 

tampilan seperti gambar di bawah ini. 

 

2. Pada pertanyaan Jenis Ajuan, pilih salah satu, antara: Baru, 

Perpanjangan, Ralat, atau Pembatalan. 

 

 

https://s.id/IzinPDLNLLDikti5
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3. Pada Surat Pengantar Unit Pemohon, unggah file PDF Surat Pengantar 

dari Unit Pemohon yang sudah disetujui pimpinan Unit. 

 

4. Pada pertanyaan Nomor Surat Pengantar Pemohon, isikan Nomor Surat 

yang tertera pada Surat Pengantar Unit Pemohon. 

 

5. Pada  pertanyaan Tanggal Surat Pengantar Pemohon, isikan tanggal 

surat pengantar unit pemohon. 

 

6. Klik Next dan akan muncul pertanyaan  mengenai detail pemohon. 

7. Pada pertanyaan Nama, isikan nama lengkap pemohon beserta gelar.
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8. Pada pertanyaan Status, pilih salah satu antara Dosen PNS, Dosen 

Tetap Yayasan, Pegawai LLDikti Wilayah V, atau mahasiswa. 

 

9. Pada pertanyaan NIP wajib diisi oleh dosen atau pegawai dengan status 

PNS.

 

10. Pada pertanyaan NIDN wajib diisi oleh dosen.  

 

11. Pada pertanyaan NIK wajib diisi oleh dosen/pegawai/mahasiswa. 

 

12. Pada pertanyaan NIM wajib diisi oleh mahasiswa. 
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13. Pada pertanyaan nomor paspor wajib diisi nomor paspor pemohon.  

 

14. Pada pertanyaan Jabatan mohon diisi jabatan pemohon, contoh : Rektor, 

Dekan, Kepala Lembaga, Pengolah Data, dll. 

 

15. Pada pertanyaan instansi, pilih instansi pemohon. 

 

16. Pada pertanyaan  E-mail pribadi isikan e-mail pribadi pemohon. 

 

17. Pada pertanyaan Nomor Telepon/Handphone Pribadi isikan nomor 

telepon/handphone pemohon. 
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18. Pada pertanyaan  Jenis Kelamin, pilih salah satu. 

 

19. Selanjutnya, klik next dan akan muncul pertanyaan mengenai Data 

Kegiatan. 

20. Pada pertanyaan Nama Kegiatan isikan sesuai nama kegiatan, contoh : 

Program Doktor (S3),  SAME (Scheme For Academic Mobility and 

Exchange), WCP (World Class Professor), dll. 

 

21. Pada pertanyaan Bidang Studi wajib diisi bagi pemohon yang studi lanjut.  
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22. Pada pertanyaan Penyelenggara, isikan instansi penyelenggara. 

Contoh:  University of Groningen,  University of Bath, University of 

Adelaide, dll. 

 

23. Pada pertanyaan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan isikan tanggal 

pelaksanaan tidak termasuk tanggal keberangkatan dan kepulangan, 

contoh: 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022. 

 

24. Pada pertanyaan Negara Tujuan isikan negara tujuan. 

 

25. Pada pertanyaan Kota Tujuan isikan kota tujuan. 
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26. Klik next, maka akan muncul berkas persyaratan yang harus diunggah 

dan semua berkas persnyaratan diunggah dengan format PDF. 

27. Pada berkas LOA/Undangan/Invitation/Korespondensi KBRI/Lembaga 

Tujuan Kunjungan wajib diunggah dalam format PDF.  

 

28. Pada berkas persyaratan Surat Pengumuman Penerimaan Beasiswa 

wajib untuk tugas belajar dengan beasiswa dari pemerintah. 

 

29. Pada berkas persyaratan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) unggah  KAK 

apabila ada. 

 

30. Pada berkas persyaratan Letter Of Acceptance/ LOA wajib untuk studi 

lanjut. 
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31. Pada berkas persyaratan Jadwal Kegiatan/Kalender Akademik unggah 

dengan format PDF. 

 

32. Pada berkas persyaratan Keterangan/Penjelasan untuk mengunggah 

surat Urgensi Dan Relevansi Penugasan unggah apabila ada. 

 

33. Pada berkas persyaratan Kertas Posisi/Rancangan Perjanjian (khusus 

Penugasan Dalam Rangka Sidang Atau Penandatanganan Dokumen 

Kerja Sama) unggah apabila ada. 

 

34. Pada berkas persyaratan SK Tugas Belajar/Surat Tugas  wajib untuk 

diunggah dalam format PDF. 
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35. Pada berkas persyaratan Surat Pernyataan Biaya Sendiri diunggah 

apabila Terdapat Komponen Pembiayaan Yang Ditanggung Pribadi. 

 

36. Pada berkas persyaratan Surat Keterangan Pembiayaan (Letter of 

Guarantee) wajib untuk diunggah. 

 

37. Pada berkas persyaratan SP Kemsetneg Sebelumnya khusus 

Permohonan Ralat/pembatalan/perpanjangan. 

 

38. Pada berkas persyaratan Surat Rekomendasi Dari Dir. Keamanan 

Diplomatik (khusus PDLN Ke Taiwan Dan Israel). 
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39. Pada berkas persyaratan  Surat Pernyataan akan membuat laporan 

setelah selesai kegiatan wajib diunggah. 

 

40. Selanjutnya klik next dan akan muncul pertanyaan mengenai berkas 

pemohon dan pembiayaan. 

41. Pada pas photo, unggah dengan format PDF. 

 

42. Pada Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae unggah dengan format 

PDF. 

 

43. Pada KTP unggah dengan format PDF. 
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44. Pada Paspor unggah dengan format PDF. 

 

45. Pada Kartu pegawai wajib untuk PNS dan diunggah dengan format PDF. 

 

46. Pada Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) wajib untuk mahasiswa dan 

diunggah dengan format PDF. 

 

47. Pada Sumber Pendanaan isikan darimana dana berasal, contoh : LPDP, 

BPI, BPPLN, dll. 
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48. Pada Estimasi Total Pembiayaan isikan total pembiayaan dari 

APBN/APBD, contoh: Rp. 105.000.000,00.  

 

49. Klik Submit apabila data yang diisikan dan diunggah sudah sesuai.  
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LAMPIRAN 2. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MEMBUAT 

LAPORAN KEGIATAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI 

 

 
Surat Pernyataan Kesediaan Membuat Laporan 

Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Negeri 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 

 Nama lengkap : 

 NIDN   :  

 Jabatan  : 

 Perguruan Tinggi : 

 

Dengan ini menyatakan bersedia untuk membuat laporan kegiatan 

Perjalanan Dinas Luar Negeri sesuai dengan format yang berlaku. 

 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan penuh tanggung 

jawab tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 

 

………..,………………. 

 

(Pemohon) 
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LAMPIRAN 3. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PERJALANAN DINAS 

LUAR NEGERI 

 

Cover 

Nama Kegiatan 

Tempat Kegiatan 

Waktu Pelaksanaan 

Tujuan Kegiatan 

Materi Kegiatan 

Tindak Lanjut 

Dampak dan Rekomendasi 

Anggaran 

Realisasi Anggaran 

Lampiran-lampiran (SP Setneg, SPPD, Dokumentasi, dll) 



 


